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BUPATI SAMPANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

NOMOR 1 TAHUN  2020 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011  

TENTANG PAJAK DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  SAMPANG, 

 

Menimbang :a. bahwa penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak 

merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah 

perlu disesuaikan dengan rasionalisasi perkembangan 

perekonomian Kabupaten Sampang;  

  b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah, maka Peraturan 

Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah perlu dilakukan perubahan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, dan b serta demi optimalisasi penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah 

perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
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Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2730); 

  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3209); 

  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor   3686)   sebagaimana   

telah   diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3987; 

  5. Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4189); 

  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 

  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966); 
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  9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5025); 

  10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        

Nomor 5679); 

13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber 

Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6405); 

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 
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 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 4737); 

 18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air 

Tanah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4859); 

 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 

2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan 

Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5950); 

 21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 

Perundang-undangan; 

 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 



- 5 - 
 

 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 

tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah; 

 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, 

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

 25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang 

Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Sampang  (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Sampang Tahun 1989 Seri C); 

 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 tahun 

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2011 Nomor 4) 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

dan 

BUPATI SAMPANG 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

SAMPANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK 

DAERAH. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 

Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang 

Tahun 2011 Nomor 4) diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan pasal 11 dirubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 11 

(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan 

pembayaran. 

(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
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a. restoran, rumah makan, depot, pujasera, warung, kantin, bakery, bar, 

kafetaria; 

b. jasa boga dan/atau katering; dan 

c. pedagang kaki lima. 

(3) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada     

ayat (2) : 

a. Restoran, Rumah Makan, Depot, Pujasera, Kafetaria, Bar, Bakery, 

Warung dan Kantin dengan nilai omzet penjualan makanan dan/atau 

minuman yang tidak melebihi sebesar Rp. 5.000.000,00/bulan; dan 

b. Jasa Boga dan/atau Katering dan Pedagang Kaki Lima dengan nilai 

omzet penjualan makanan dan/atau minuman yang tidak melebihi 

sebesar Rp. 3.500.000,00/bulan. 

 

2. Ketentuan pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut 

 

Pasal 14 

Tarif pajak Restoran diatur dan ditetapkan sebagai berikut: 

a. Restoran, rumah makan, Depot Pujasera, Kafetaria, Bar, Bakery, 

Warung dan Kantin sebesar 10 % (sepuluh persen); 

b. Jasa Boga dan/atau Katering, dan pedagang kaki lima sebesar 8% 

(delapan persen). 

 

3. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 36 

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut : 

a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain : 

1. Golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 

3% (tiga persen) 

2. Selain golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam :  

a) golongan rumah tangga sebesar 9% (sembilan persen); 

b) golongan selain rumah tangga sebesar 9% (sembilan persen); 

b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma 

lima persen). 

 

4. Ketentuan pasal 40 ayat (4) huruf nn dihapus, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal 40 

(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan adalah kegiatan 

pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi: 

a. asbes; 

b. batu tulis; 

c. batu setengah permata; 

d. batu kapur; 

e. batu apung; 

f. batu permata; 

g. bentonit; 

h. dolomit; 

i. feldspar; 

j. garam batu (halite); 

k. grafit; 

l. granit/andesit; 

m. gips; 

n. kalsit; 

o. kaolin; 

p. leusit; 

q. magnesit; 

r. mika; 

s. marmer; 

t. nitrat; 

u. opsidien; 

v. oker; 

w. pasir dan kerikil; 

x. pasir kuarsa; 

y. perlit; 

z. phospat; 

aa. talk; 

bb. tanah serap (fullers earth);  

cc. tanah diatome; 

dd. tanah liat;  

ee. tawas (alum);  

ff. tras; 

gg. yarosif;  

hh. zeolit; 

ii. basal; 

jj. trakkit. 

kk. Tanah urug; 
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ll. Kerikil berpasir alami (SIRTU) 

mm. Batu gamping; dan 

nn. Dihapus. 

 

5. Ketentuan pasal 42 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 42 

(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai 

Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan 

mengalikan volume/ tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau 

harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata 

yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Kabupaten Sampang. 

(4) Dihapus. 

 

6. Ketentuan pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 43 

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan ditetapkan sebesar 20% (dua 

puluh persen). 

 

7. Ketentuan pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 50 

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). 

 

8. Ketentuan pasal 56 ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 56 

(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. 

(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan 

dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau 

seluruh faktor-faktor berikut : 

a. jenis sumber air; 

b. lokasi sumber air; 

c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 

d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; 
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e. kualitas air; dan 

f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengembilan 

dan/atau pemanfaatan air. 

(3) Dihapus. 

 

9. Ketentuan pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 71 

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai 

berikut: 

a. Untuk NJOP kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

ditetapkan sebesar 0,013% (nol koma nol satu tiga persen) per tahun; 

b. Untuk NJOP Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan 

Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,016 (nol 

koma nol satu enam persen) per tahun; 

c. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan 

sebesar 0,020% (nol koma nol dua nol persen) per tahun. 

 

10. Ketentuan pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 81 

Tarif Pajak Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 

2,5% (dua koma lima persen). 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. 

 

Ditetapkan di : Sampang 

pada tanggal : 16 Januari 2020  

BUPATI  SAMPANG, 

 ttd. 

                                                                           H. SLAMET JUNAIDI 
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Diundangkan di : Sampang 

pada tanggal  : 27 Januari 2020 

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

 

 ttd. 

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM. 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19660711 198809 1 001 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020 NOMOR : 1 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 9-1/2020 


